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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kota Yogyakarta
dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY. Hal tersebut mendorong
DP3AP2KB Kota Yogyakarta untuk mengembangkan berbagai program inovatif,
seperti MALIKA, KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING,
dan SATGAS SIGRAK sebagai upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Jika
di banyak daerah pelayanan terhadap korban masih bersifat administratif dan
terbatas pada penyediaan layanan darurat, maka di Yogyakarta pendekatannya
lebih komprehensif dan integratif. Pendekatan ini tidak hanya menyasar aspek
penanganan korban, tetapi juga pencegahan berbasis masyarakat melalui edukasi,
sosialisasi, dan pelatihan kader pendamping dan penyintas KDRT.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan 7 narasumber dari DP3AP2KB Kota
Yogyakarta, UPT PPA, PUSPAGA Kenari, dan SATGAS SIGRAK., observasi,
dan studi dokumentasi Penelitian ini dianalisis menggunakan Role Theory Bruce J.
Biddle untuk mengkaji bentuk dan implementasi peran DP3AP2KB, teori
efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan
program, serta teori maslahah mursalah dengan system approach Jasser Auda
untuk menganalisis kesesuaian kebijakan DP3AP2KB dalam pemenuhan hak-hak
perempuan berdasarkan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah
melaksanakan peran dan upaya pencegahan serta penanganan KDRT secara
komprehensif melalui fungsi pencegahan, perlindungan, pemberdayaan, dan
fasilitasi layanan yang diwujudkan dalam lima program inovatif, yaitu MALIKA,
KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, dan SATGAS
SIGRAK. Berdasarkan Role Theory Bruce J. Biddle, pelaksanaan program
tersebut telah mencerminkan role expectation, role performance, role norm, role
conflict, dan role evaluation; pelaksanaan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta
telah berjalan efektif berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Kebijakan DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah mencerminkan prinsip maslahah
mursalah melalui pendekatan sistem Jasser Auda dengan memenuhi indikator
cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy,
multidimensionality, dan purposefulness, serta berkontribusi dalam pemenuhan
hak-hak perempuan melalui perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql),
keturunan (kifz al-nasl), dan harta (kifz al-mal), meskipun optimalisasinya masih
memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: KDRT, DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Role Theory, Efektivitas
Hukum, Maslahah Mursalah.



ABSTRACT

This study is motivated by the high incidence of domestic violence against
women in Yogyakarta City compared to other regencies in the Special Region of
Yogyakarta. This has prompted the Yogyakarta City DP3AP2KB (Regional
Family Empowerment Agency) to develop various innovative programs, such as
MALIKA, KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, and
SATGAS SIGRAK, as efforts to prevent and address domestic violence. While in
many regions, services for victims are still administrative and limited to the
provision of emergency services, in Yogyakarta, the approach is more
comprehensive and integrative. This approach not only targets victim care but also
community-based prevention through education, outreach, and training of
domestic violence advocates and survivors.

This research is a descriptive-analytical field research with a sociological-
legal approach. The research data was obtained through in-depth interviews with
seven sources from the Yogyakarta City DP3AP2KB, UPT PPA, PUSPAGA
Kenari, and SATGAS SIGRAK, observations, and documentation studies. This
research was analyzed using Bruce J. Biddle's Role Theory to examine the form
and implementation of the DP3AP2KB's role, Soerjono Soekanto's legal
effectiveness theory to analyze the effectiveness of program implementation, and
the maslahah mursalah theory with Jasser Auda's system approach to analyze the
suitability of DP3AP2KB policies in fulfilling women's rights from an Islamic
legal perspective.

The results show that the Yogyakarta City DP3AP2KB has implemented
its role and efforts in preventing and handling domestic violence comprehensively
through the functions of prevention, protection, empowerment, and service
facilitation, manifested in five innovative programs: MALIKA, KOPER KOTA,
PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, and SATGAS SIGRAK. reflecting
the dimensions of role expectation, role performance, role norm, role conflict,
and role evaluation. The implementation of these programs has been relatively
effective based on Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness.
Furthermore, DP3AP2KB's policies reflect the principle of maslakah mursalah
through Jasser Auda's systems approach by contributing to the protection of
women's rights, particularly the preservation of life (kifz al-nafs), intellect (%ifz al-
‘aql), lineage (kifz al-nasl), and property (kifz al-mal).

Keywords: Domestic Violence, Yogyakarta City DP3AP2KB, Role Theory, Legal
Effectiveness, Maslahah Mursalah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan lembaga sosial yang tidak hanya bersifat privat,
tetapi  juga mempunyai konsekuensi hukum bagi pasangan yang
melaksanakannya. Dalam lingkungan keluarga, suami istri mempunyai kewajiban
dan hak yang saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan
pentingnya hubungan timbal balik dalam menciptakan lingkungan rumah tangga
yang harmonis. ! Untuk mempersiapkan calon pasangan dalam menjalani
kehidupan berumah tangga, Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan
program pendidikan pranikah yang disebut Bimbingan Nikah (Bimwin). Program
ini mengajarkan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, meliputi
kesehatan reproduksi, dinamika keluarga, penyelesaian sengketa, dan prinsip-

prinsip spiritual dalam perkawinan.?

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI sebenarnya telah

memberikan pedoman tentang bagaimana hubungan suami-istri seharusnya

1 Pasal 77 KHI menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan biologis atau status sosial, melainkan mengandung tanggung jawab moral
dan spiritual yang tinggi bagi suami dan istri untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah,
dan rahmah. Keluarga yang demikian menjadi fondasi utama dalam pembentukan masyarakat
yang harmonis. Nilai-nilai ini juga mencerminkan maqasid al-syari‘ah, khususnya dalam menjaga
keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs), sehingga rumah tangga tidak hanya
bersifat privat, tetapi memiliki dimensi sosial dan keagamaan yang luas dalam kehidupan
bermasyarakat.

2 Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir
Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan), Syiar: Jurnal Kmunikasi
dan Penyiaran Islam),” Vol. 1: 1 (2021), hlm. 12.

1



dibangun dalam rumah tangga. > Menurut peraturan tersebut, kehidupan
berkeluarga harus dijalankan dengan kesetaraan dan rasa saling menghormati,
termasuk aspek emosional maupun dalam pembagian peran. Namun, dalam
realitas sosial, banyak keluarga masih mengikuti pola peran tradisional di mana
laki-laki dianggap sebagai pihak yang dominan secara ekonomi dan perempuan

hanya dibebani tugas-tugas domestik.

Pola pikir seperti yang telah dijelaskan di atas sering kali lebih dari
sekadar kebiasaan, pola pikir ini telah berkembang menjadi keyakinan sosial yang
diwariskan antar generasi.* Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penafsiran
terhadap peran suami istri tidak jarang dipengaruhi oleh pandangan yang bias
gender. Hal ini mengaburkan nilai-nilai dasar dalam aturan yang ada, yang
seharusnya menekankan pentingnya sikap kerja sama dan saling menghargai,
untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Ketika relasi ini dimaknai secara tidak

seimbang, maka tidak menutup kemungkinan munculnya bentuk ketidakadilan

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 30-34,
mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri, di mana suami dan istri diposisikan secara
seimbang dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, saling mencintai, menghormati,
setia, dan memberi bantuan lahir batin. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal
77-83 mempertegas prinsip tersebut dengan menekankan pentingnya kerja sama dan tanggung
jawab bersama antara suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah. Kedua regulasi ini menjadi pedoman normatif bagi umat Islam dalam membangun
hubungan rumah tangga yang harmonis, adil, dan seimbang antara hak serta kewajiban masing-
masing pihak.

4 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender
dalam Islam, (Jakarta: Mizan: 2001), hlm. 45.



dalam rumah tangga, mulai dari pembatasan peran hingga potensi terjadinya

kekerasan.®

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu persoalan
serius dalam dinamika kehidupan keluarga di Indonesia. Fenomena ini
mencerminkan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara suami dan istri,
serta kegagalan dalam membangun komunikasi dan penghormatan terhadap hak-
hak masing-masing pihak. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa KDRT
menempati posisi tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di
Indonesia, di mana mayoritas pelaku adalah pasangan inti, yakni suami terhadap
istri. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga yang seharusnya
menjadi ruang aman justru berpotensi menjadi ruang penuh ancaman bagi

perempuan.

KDRT tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, tetapi juga bertentangan dengan norma hukum keluarga yang
menekankan kewajiban suami istri untuk hidup saling menghormati, melindungi,
dan berlaku baik satu sama lain. Dalam perspektif hukum Islam, konsep
mu ‘asyarah bi al-ma‘riif menegaskan pentingnya memperlakukan pasangan

dengan cara yang layak dan penuh penghormatan, sehingga KDRT bukan hanya

5 Zulfa Insiyah, “Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah
Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia,” Indonesian Journal of Islamic
Law, Vol. 1: No. 2 (Juni 2019), him. 44.

® Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023.



persoalan hukum pidana, tetapi juga cerminan kegagalan dalam menjalankan

prinsip dasar keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.’

Di Yogyakarta, jumlah kasus KDRT terbilang cukup tinggi dan konsisten
dilaporkan setiap tahunnya. Menurut data UPT Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPT PPA) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, laporan kasus KDRT mencakup kekerasan fisik,
psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.® Akumulasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak dan KDRT yang terjadi di Kota Yogyakarta selama
bulan Januari-Desember 2025 sebanyak 166 kasus kasus, 146 terjadi pada
perempuan dewasa, 1 kasus pada laki-laki dewasa, dan 19 kasus terjadi pada anak.
Sementara pada 2024 sebanyak 534 kasus kekerasan KDRT dan non KDRT, 466
terjadi pada perempuan, dan 68 pada laki-laki.® Sementara kasus dengan kategori
KDRT sebanyak 278 kasus dengan korban perempuan sebanyak 261 orang dan

laki-laki 17 orang.

Sementara tahun 2023, KDRT di Kota Yogyakarta berjumlah 267 kasus,
250 kasus dialami perempuan, dan 17 kasus dialami laki-laki. Tidak hanya itu,

sebagian besar korban adalah perempuan yang berstatus sebagai istri, dengan latar

" Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.
8 Data UPT PPA Kota Yogyakarta, Laporan Tahunan Kasus KDRT (2022-2023).

® Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2024 (Januari sd Desember),
Forum Perlindungan korban Kekerasan DIY & DP3AP2 DIY Tahun 2024. Him. 11. Terkait
informasi tersebut, bisa dilihat dalam website ini, didalamnya juga terdapat data kekerasan di DIY
https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/blog/1326-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-
Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-20247673 diakses 29 September 2025.



https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/blog/1326-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2024?673
https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/blog/1326-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2024?673

belakang sosial ekonomi yang beragam. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan
KDRT tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah individu, melainkan
merupakan fenomena sosial yang memerlukan penanganan struktural melalui
kebijakan dan intervensi lembaga pemerintah. Untuk lebih jelas maka
dicantumkan infografis jumlah kekerasan terhadap perempuan dan Anak di

Provinsi DIY Tahun 2023-2024 di bawah ini:

Gambar 1.1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan KDRT di

Provinsi DIY 2023.

JUMLAH KORBAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM
KOORDINASI FPKK DIY DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023
BERDASARKAN KABUPATEN LEMBAGA, JENIS KELAMIN DAN KDRT/TDK KATEGORI KEKERASAN

i i KDRT/TDK i
Kabupaten Lembaga Tidak Ya Total
L 6 2 8 2
KulonProgo . P | %g 24 g} NON._
ota e 20 S KDRT
32 9 Saa1 60%
Bantul P 93 86 179
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18 0 B 18 (1) Lingkup ruman tangga daiam Undang-Undang ini
Gunungkidul P o2 | b | 68 meliputi :
Total 70 16 86 Atk
. L S B B 34
Sleman P. 216 67 283 | mempunyal hubungan keluarga
Total 249 68 317 sebagaimana dimaksud paca huruf &
L 38 17 55 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
Kota Yogyakarta P 204 250 454 fan yank menetap daiam
Total 242 267 509 e mbantu rumah tangga dan
L 127 29 156 menetap dalam rumah tangga tersebut.
Total P 588 443 1031 (2) Orang yang bekerja sebagai d pada huruf

€ dipandang sebagal angg

wakty selama_berada dal ah tangge yang
bersangkutan. ‘

%a dalam jangka

KDRT: Kekerasan yg terjadi dalam lingkup

(Sumber: DP3AP2KB DIY, “Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan 2023

Jan-Des FPKK”, diakses pada 28 Oktober 2025)

Gambar 1.2. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan KDRT di

Provinsi DIY 2024.



JUMLAH KORBAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM
KOORDINASI FPKK DIY DAN KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2024 (JANUARI SD DESEMBER)
BERDASARKAN KABUPATEN LEMBAGA, JENIS KELAMIN DAN KDRT/TDK

) ) KDRT/TDK KATEGORI KEKERASAN
Kabupaten Lembaga Jenis Kelamin —————  —
Tidak Ya Total
5 13 < 16 KDRT
Kabupaten Kulon Progo P 42 22 64 NON 43%
Total 55 25 80 KDRT
L 28 13 41 57%
Kabupaten Bantul P 77 103 180 B
Total 105 116 221 - —
L 19 6 25 (1) Lingup ruman tangga dalam Undang-Undang nl
Kabupaten Gunungkidul P 63 56 119 meliputi :
Total 82 62 144 a suami ...
L 57 4 61 a. suami, isterl, dan anak:
Kabupaten Sleman P 201 85 286 b, orangorang yang mempunyal hubungan Keluarga
dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a
Total 258 89 347 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
L 51 17 68 dan perwallan, yang menetap dalam
Kota Yogyakarta P 205 261 466 rumah tangga: dan/atau
Total 256 278 534 c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan
menetap dalam rumah tangga tersebut.
o . L7 || Peebieit
ota

¢ dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka

(Sumber:

DP3AP2KB DIY,

“Ekspose Data Perlindungan Korban

Kekerasan 2024 Jan-Des FPKK?”, diakses pada 28 Oktober 2025)

Gambar 1.3. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan

KDRT di Provinsi

DIY 2025.

JUMLAH KORBAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM
KOORDINASI FPKK DIY DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 (JANUARI SD DESEMBER)
BERDASARKAN KABUPATEN LEMBAGA, JENIS KELAMIN DAN KDRT/TDK

KDRT: Kekerasan yg terjadi dalam lingkup keluarga Korban (Sesuai dengan Undang-undang PKDRT)

i " ] KDRT/TDK
Kabupaten Lembaga Jenis Kelamin ~ Kategori Usia Tidak Ya Total
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Anak 9 3 12
L
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Total Dewasa 11 24 35

Jumlah

33
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(1) Lingkup rumah tangsa dalam Undang-Undang ini
metiputi :

a. suami

a. suami, isteri. dan anak:
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga
dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf &
karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan. dan perwalian, yang menetap dalam
rumah tangga: dan/atau
©. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan
menetap dalam rumah tangga tersebut.
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ dipandang sebagai angota keluarga dalam jangka

wakiu selams berada dalam rumah tangga yang
oersangkutan. ‘




JUMLAH KORBAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM
KOORDINASI FPKK DIY DAN KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2025 (JANUARI SD DESEMBER)
BERDASARKAN KABUPATEN LEMBAGA, JENIS KELAMIN DAN KDRT/TDK (LANJUTAN)

i ] . KDRT/TDK
Kabupaten Lembaga Jenis Kelamin  Kategori Usia Tidak Ya Total B —
L Anak 36 7 43
Dewasa
P Anak 77 14 91 NON
bup Sleman Dewasa 120 129 249 KDRT KDRT
Anak 113 21 134 57% 43%
Total Dewasa 120 129 243
Jumlah 233 150 383 |
Anak 36 7 43
L Dewasa 1 1 2
P Anak 37 12 49
Kota Yogyakarta Dewasa 105 146 251
Anak 73 19 92 Keterangan:
Total Dewasa 106 147 253 «  Untuk KDRT Korban terbanyak
e 2 e = Adalah PEREMPUAN USIA
L Dewasa 3 2 7 DEWASA (412 Perempuan) dan
Jumlah 127 35 162 * Non KDRT terbanyak Adalah
Anak 224 53 277 korban usia ANAK (348 Anak)
Total P Dewasa 301 412 713
Jumlah 525 465 930
Anak 348 34 432

Total Dewasa 304 416 720
Jumlah 652 500 1152

(Sumber: DP3AP2KB DIY, “Ekspose Data Perlindungan Korban

Kekerasan 2023Jan-Des FPKK”, diakses pada 25 Juli 2026)

Dalam konteks inilah, peran DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjadi sangat
signifikan untuk diteliti. Sebagai lembaga pemerintah daerah, DP3AP2KB
memiliki tugas pokok dan fungsi utama dalam pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, serta pengendalian kependudukan. DP3AP2KB Kota
Yogyakarta dipilih karena kasus KDRT di Kota Yogyakarta paling tinggi
dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY sebagaimana terlampir dalam gambar
1 dan 2 di atas. Berbagai program inovasi yang dilakukan DP3AP2KB Kota
Yogyakarta yang tidak dilakukan oleh DP3AP2KB kabupaten lain di DIY seperti
Sila Eling (Sistem Layanan Konseling), Puspagatra Ngetren (Puspaga dan Satya
Gatra Kemantren) yaitu program inovasi untuk memberikan layanan di

masyarakat yang ada di tiap kemantren, Satgas Sigrak (Satuan Tugas Siap Gerak



Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak)!®, Program MALIKA (Membangun Asa
Lewat Intervensi Keluarga Muda) yaitu program untuk memberikan
pendampingan dan solusi nyata Keluarga Muda di Kota Yogyakarta, dan KOPER
KOTA (Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta) yaitu program pemberdayaan
perempuan korban penyintas KDRT,!! adanya program inovasi ini melampaui

tugas pokok dan fungsinya secara formal.

Kreativitas dan inovasi yang dilakukan DP3AP2KB Kota Yogyakarta
menjadikannya berbeda dibandingkan lembaga serupa di daerah lain. Jika di
banyak daerah pelayanan terhadap korban masih bersifat administratif dan
terbatas pada penyediaan layanan darurat, maka di Yogyakarta pendekatannya
lebih komprehensif dan integratif. Pendekatan ini tidak hanya menyasar aspek
penanganan korban, tetapi juga pencegahan berbasis masyarakat melalui edukasi,
sosialisasi kesetaraan gender, dan pelatihan kader pendamping seperti Satgas
Sigrak (Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak), TPK
(Tim Pendamping Keluarga) dan Mitra Keluarga (MK) di tingkat kelurahan dan
kemantren. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa DP3AP2KB Kota Yogyakarta

memiliki kinerja yang lebih progresif dibandingkan dinas serupa di wilayah lain.!?

Kinerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjadi menarik untuk dikaji lebih

dalam, terutama dari perspektif teori peran (role theory) yang dikemukakan Bruce

10 Wawancara dengan Era, Staff Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
DP3AP2KB Kota Yogyakarta, tanggal 29 Oktober 2025.

11 Wawancara dengan Ria, Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
DP3AP2KB Kota Yogyakarta, tanggal 29 Oktober 2025.

2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
serta Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Profil UPT PPA Kota Yogyakarta, 2023.



J. Biddle. Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis peran
DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT.
Menurut Biddle, setiap individu maupun lembaga yang memiliki posisi sosial
tertentu akan menjalankan seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab sesuai
dengan harapan masyarakat dan ketentuan yang telah berlaku. DP3AP2KB
sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak memiliki tanggung jawab
untuk melaksanakan berbagai upaya preventif dan represif terhadap korban. 3
Oleh karena itu, teori peran digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan
tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam mencegah dan menangani

KDRT di Kota Yogyakarta.

Teori lain yang relevan dalam mengkaji peran DP3AP2KB adalah teori
efektivitas hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Dari sudut pandang teori
efektivitas hukum, efektivitas suatu peraturan dapat dilihat dari sejauh mana
lembaga pelaksana mampu menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan
nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara dari perspektif
maslahah mursalah, kebijakan publik yang dilakukan lembaga pemerintah harus
membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah, terutama dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl).
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana
DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjalankan perannya dalam pencegahan dan

penanganan KDRT, menilai efektivitas pelaksanaan program dan kebijakannya,

13 Bruce J. Biddle, Role Theory: Expectation, Identities, and Behaviors, (New York:
Academic Press, 1979), him. 50-51.
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serta melihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai

kemaslahatan Islam dalam pemenuhan hak perempuan dalam relasi keluarga.

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah diuraikan, penelitian yang
berjudul “Peran dan Upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam Pencegahan dan
Penanganan KDRT di Kota Yogyakarta.” Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana peran dan upaya yang
dijalankan oleh DP3AP2KB berfungsi dalam mengatasi permasalahan KDRT di
tingkat daerah, baik dari segi pelaksanaan hukum, efektivitas kelembagaan,
maupun nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Penelitian
ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap pelaksanaan kebijakan
perlindungan perempuan di tingkat daerah, tetapi juga menawarkan sumbangan
teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan kebijakan publik

yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan keluarga.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk dan implementasi peran serta upaya DP3AP2KB Kota

Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta

dalam pencegahan dan penanganan KDRT?

3. Apakah kebijakan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan
penanganan KDRT mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam upaya

pemenuhan hak-hak perempuan?



C.

11

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Menganalisis bentuk dan implementasi peran serta upaya DP3AP2KB

Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

Mengkaji efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB Kota
Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan KDRT

Menganalisis kebijakan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam
pencegahan dan penanganan KDRT mencerminkan prinsip

kemaslahatan dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

)

2)

3)

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tentang
KDRT, peran dan upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta menggunakan
teori efektivitas hukum dan teori maslahah mursalah.

Memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas program
pencegahan dan penanganan KDRT yang dilakukan oleh lembaga
pemerintah daerah, dengan fokus pada konteks DP3AP2KB Kota
Yogyakarta.

Menawarkan analisis interdisipliner dengan mengaitkan teori peran,

teori efektivitas hukum dan teori maslahah mursalah dalam memahami
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kebijakan pemenuhan hak perempuan berbasis nilai kemaslahatan
dalam hukum Islam.
b. Secara Praktis

1) Bagi DP3AP2KB Kota Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi terhadap program-program yang telah
dijalankan, sekaligus masukan untuk meningkatkan efektivitas
pencegahan dan penanganan KDRT.

2) Bagi korban KDRT, hasil penelitian ini dapat memberi informasi
mengenai akses layanan, bentuk perlindungan, serta hak-hak yang
seharusnya mereka dapatkan.

3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran
bahwa KDRT bukanlah masalah privat semata, melainkan
pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang harus dicegah bersama-

sama.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Yogyakarta
telah banyak dilakukan, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang beragam.
Penelitian oleh Astra Khairunnisa, dkk mengkaji penerapan konseling kelompok
dengan teknik direktif di UPTD PPA Bantul, Yogyakarta, dalam upaya mengatasi
kecemasan korban KDRT. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya intervensi
psikologis yang terstruktur bagi korban, karena trauma yang ditimbulkan oleh
KDRT seringkali berdampak panjang terhadap kondisi mental. Kajian ini penting

sebagai gambaran bagaimana intervensi berbasis konseling dapat membantu
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pemulihan korban, meskipun penelitian ini lebih berfokus pada aspek psikologis

daripada peran kelembagaan pemerintah secara lebih luas.'*

Selain itu, Janah, dkk meneliti dampak psikologis yang dialami perempuan
korban KDRT serta implikasinya dalam proses peradilan. Penelitian ini
menunjukkan bahwa korban sering menghadapi hambatan dalam menyuarakan
pengalaman mereka di ruang hukum akibat trauma, rasa takut, dan
ketidaksetaraan relasi kuasa. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun perangkat
hukum telah tersedia, pengalaman korban tetap menunjukkan adanya kesenjangan

antara norma hukum dengan praktik di lapangan.®

Penelitian oleh Zhafarina mengkaji perkara KDRT dalam perspektif
viktimologi melalui studi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan
Negeri Sleman. Kajian ini menyoroti bagaimana korban KDRT seringkali tidak
mendapatkan perlindungan maksimal dalam proses hukum, baik karena faktor
pembuktian maupun bias budaya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan
landasan penting bagi analisis mengenai bagaimana hukum keluarga dan peran

lembaga seperti DP3AP2KB dapat memperkuat posisi korban di ruang hukum.®

14 Astra Khairunnisa, dkk, “Penerapan Konseling Kelompok Teknik Direktif untuk
Mengatasi Kecemasan KDRT di UPTD PPA Bantuk Yogyakarta,” IKRAITH-HUMANIORA, Vol 7:
3 (2023), hlm. 192-193.

15 Miftakul Janah, dkk, “Studi Kasus Dampak Psikologis Terhadap Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Implikasinya dalam Proses Peradilan,”Mandira Cendikia:
Jurnal llmiah Penelitian Multidisiplin IImu, Vol. 3:4 (2025), hlm. 25-27.

16 Adlia Nur Zhafarina, “Kajian Viktimologi Terhadap Perkara Kekerasan Fisik Dalam
Rumah Tangga (Studi Putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman),” Legal Standing: Jurnal IImu
Hukum, Vol 3: 2 (2024), hlm. 345-348.
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Berdasarkan penelitian Furi & Saptatiningsih, UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul memiliki peran penting dalam
pendampingan perempuan korban kekerasan. UPTD PPA tidak hanya memberikan
pelayanan pengaduan, tetapi juga menyediakan pendampingan medis, psikologis,
hukum, psikoedukasi, hingga rehabilitasi sosial. Melalui koordinasi dengan
lembaga terkait seperti rumah sakit, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan
dinas sosial, UPTD PPA berupaya memastikan korban mendapatkan perlindungan
serta pemulihan yang menyeluruh. Penelitian ini juga menyoroti kendala yang
dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia khususnya kurangnya
konselor psikologi laki-laki serta adanya korban yang enggan melaporkan kasus
karena stigma dan rasa malu. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi peran
UPTD PPA membutuhkan peningkatan kapasitas SDM serta penguatan kesadaran

masyarakat untuk mendukung pelaporan kasus kekerasan.’

Penelitian yang dilakukan oleh [lham & Casmini membahas penanganan
perempuan korban kekerasan melalui lembaga Kiprah Perempuan (KIPPER)
Yogyakarta dengan menekankan metode self-healing sebagai pendekatan utama.
KIPPER mengembangkan berbagai teknik pemulihan seperti mediasi dalam
kelompok, merawat diri, metode batu dan bunga, serta peta tubuh. Pendekatan ini
terbukti mampu membantu korban dalam mengatasi trauma, menumbuhkan rasa
aman, meningkatkan semangat hidup, keberanian berbicara di ruang publik, serta

memberikan kesempatan untuk kembali hidup normal. Selain itu, model

17 Viena Leana Furi, Rosalia Indriyati Saptatiningsih, “Peran UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Korban Kekerasan,” Jurnal Kewarganegaraan: Vol 4:
2 (2020), hlm. 124-126.
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pendampingan yang dilakukan secara rawat jalan dan berbasis komunitas
memberikan ruang bagi korban untuk tetap menjalani aktivitas sehari-hari
sekaligus memperoleh dukungan sosial. Implikasi dari metode ini terlihat pada
peningkatan kondisi psikologis, emosional, dan kognitif para korban yang

menjadi lebih stabil, rasional, serta berdaya dalam menghadapi kehidupan sosial.®

Artikel berjudul “Upaya Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT) Melalui Pendekatan Konseling Keluarga di Lembaga P2TPAKK Rekso
Dyah Utami Yogyakarta” karya Anggi Jatmiko mengkaji peran konselor keluarga
dalam menangani kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan analisis deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
terhadap konselor di P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Hasilnya menunjukkan
bahwa pendekatan konseling keluarga dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu
mendengarkan, menjajaki, dan proses konseling. Konseling keluarga dinilai
efektif dalam membantu korban mengungkapkan masalah, menawarkan alternatif
solusi seperti renovasi, terapi, pasrah, atau cerai, serta memberikan pendampingan
profesional untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga. Artikel ini
menegaskan pentingnya peran pihak ketiga dalam menyelesaikan krisis keluarga
akibat KDRT serta memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan layanan

konseling keluarga di lembaga perlindungan perempuan dan anak.°

18 Lailul Ilham, Casmini, “Penanganan Perempuan Korban Kekerasan di Lemaga Kiprah
Perempuan Yogyakarta,” KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol 5: 2 (2018), hlm. 142-
146.

19 Anggi Jatmiko, “Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui
Pendekatan Konseling Keluarga di Lembaga P2TPKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta”, Acta
Islamica Counsenesia, Vol. 2:1 (2022). hlm. 35-36.
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Artikel “Organisasi Keagamaan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (KDRT): Studi tentang Peran Biro Nuurus Sakiinah di Yogyakarta” karya
Rahmania Nader Wambes, Mega Hidayati, dan Aris Fauzan menjelaskan upaya
Biro Nuurus Sakiinah milik ‘Aisyiyah dan Nasyi’atul ‘Aisyiyah DIY dalam
menangani KDRT. Penelitian ini menemukan bahwa biro menangani berbagai
bentuk KDRT, seperti kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, kekerasan fisik,
dan verbal, dengan pendekatan berbeda sesuai kasus: konseling, terapi, pelatihan
kemandirian ekonomi, hingga pendampingan hukum. Keberhasilan penanganan
ditunjukkan dengan sebagian pasangan rujuk, sementara lainnya menempuh jalur
perceraian. Kelebihan biro ini adalah adanya konseling spiritual dan
pendampingan lanjutan, meski masih menghadapi kendala seperti keterbatasan

rumah singgah dan data administrasi.?’

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustofa dengan judul “Peran dan
Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian
Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap
Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak” berfokus pada upaya lembaga dalam
mencegah perkawinan usia anak melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan keluarga,
dan koordinasi lintas sektor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
DP3AP2KB memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang dampak negatif perkawinan dini, namun masih menghadapi kendala

berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat

20 Rahmania Nader Wambes, dkk, “Organisasi Keagamaan dan Penanganan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Tentang Peran Biro Nuurus Sakinah dalam KDRT di
Yogyakarta”, Jurnal Aglam- Journal of Islamic Plurality, Vol. 5:2 (2020), hlm. 199-201.
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yang belum merata. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang cukup
jelas mengenai pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta,
fokus utamanya lebih pada isu perkawinan anak dan pemberdayaan keluarga,
bukan pada aspek pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT). Selain itu, penelitian tersebut belum mengkaji efektivitas hukum dan
implementasi kebijakan daerah dalam penanganan kasus KDRT, serta belum
meninjau peran DP3AP2KB dalam perspektif hukum Islam atau nilai

kemaslahatan.?!

Penelitian oleh Syaidatur Rosidah Alawiyah yang berjudul “Peran
Strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam Pendampingan Korban KDRT:
Analisis Terhadap Upaya Pengentasan Ketimpangan Gender” menyoroti fungsi
dan layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT
PPA) sebagai pelaksana teknis dari DP3AP2KB dalam memberikan
pendampingan kepada korban kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis,
seksual, dan penelantaran. Hasil penelitian ini menekankan bahwa UPT PPA
berperan strategis dalam memberikan pelayanan langsung berupa konseling
psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial bagi korban. Namun, penelitian

tersebut belum menilai secara mendalam efektivitas kebijakan yang diterapkan.

2L Ahmad Mustofa, “Peran dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap
Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak,” Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 93-95.
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Penelitian ini menggunakan teori peran soerjono soekanto dan teori ketidakadilan

gender mansour fakih.??

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Yogyakarta
telah dilakukan dengan berbagai fokus dan pendekatan, mulai dari aspek
psikologis korban melalui penerapan konseling kelompok dan metode self-healing
oleh Khairunnisa dan Ilham & Casmini, hingga kajian dampak psikologis dan
hambatan hukum bagi korban dalam proses peradilan Janah dan Zhafarina. Selain
itu, beberapa penelitian menyoroti peran lembaga pendamping seperti UPTD PPA
Bantul, P2TPAKK Rekso Dyah Utami, serta Biro Nuurus Sakinah ‘Aisyiyah
dalam pemberian layanan konseling, pendampingan hukum, dan pemberdayaan

ekonomi korban KDRT.

Adapun penelitian Ahmad Mustofa (2023) dan Syaidatur Rosidah
Alawiyah telah menyinggung peran DP3AP2KB dan UPT PPA Kota Yogyakarta,
namun masih terbatas pada isu perkawinan anak dan ketimpangan gender tanpa
menelaah secara mendalam efektivitas kebijakan kelembagaan dalam pencegahan
dan penanganan KDRT, serta belum mengaitkan analisisnya dengan nilai-nilai
hukum keluarga Islam, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan
tersebut dengan mengkaji secara komprehensif efektivitas kebijakan DP3AP2KB
Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT), serta sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan

nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Secara akademik, permasalahan utama

22 Syaidatur Rosidah Alawiyah, “Peran Strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam
Pendampingan Korban KDRT: Analisis Terhadap Upaya Pengentasan Ketimpangan Gender”, Tesis
Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm. 108-112..
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dalam penelitian ini terletak pada ketimpangan antara norma hukum yang telah
mengatur perlindungan perempuan dan implementasinya di tingkat daerah,
khususnya di Kota Yogyakarta, di mana masih ditemukan kasus KDRT yang

tinggi meskipun telah terdapat berbagai program dan layanan dari DP3AP2KB.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan akademik mengenai sejauh mana
DP3AP2KB melaksanakan perannya sebagai lembaga pemerintah dalam
pencegahan dan penanganan kasus KDRT di Kota Yogyakarta, dan seberapa
efektif hukum dan kebijakan daerah dapat diterapkan dalam konteks sosial yang
masih dipengaruhi budaya patriarkal, serta bagaimana nilai-nilai kemaslahatan
dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai keadilan dan kemanfaatan kebijakan
publik bagi keluarga. Dengan menggunakan Teori Peran Bruce J. Biddle, teori
efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori maslahah mursalah Jasser Audah,
penelitian ini berupaya menemukan bentuk sinergi antara pelaksanaan hukum
positif dan nilai-nilai Islam dalam upaya mewujudkan keluarga yang adil,

harmonis, dan terbebas dari kekerasan.

E. Kerangka Teori
1. Teori Peran (Role Theory)
Teori peran (role theory) yang dikemukakan oleh Bruce. J. Biddle
merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap individu maupun lembaga
yang memiliki kedudukan dalam masyarakat akan menjalankan tugas,

perilaku, dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsi sosial yang
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dimilikinya. 2 Pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi oleh harapan
masyarakat, norma sosial, serta aturan yang berlaku dalam lingkungan
sosial. Dalam teori ini, peran tidak hanya dipahami sebagai kedudukan
formal, tetapi juga bagaimana individu atau lembaga melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Biddle juga menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu peran dapat
dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti role expectation (harapan peran)?*,
)25 )25, role

role performance (pelaksanaan peran)“>, role norm (norma peran

e ).28 Dalam

conflict (konflik peran)<’, dan role evaluation (evaluasi peran
penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana
DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjalankan peran dan upayanya dalam
pencegahan serta penanganan kasus KDRT.
2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan salah satu pendekatan penting dalam
kajian sosiologi hukum untuk menilai sejauh mana hukum berfungsi dalam

masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi

oleh lima faktor utama: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi), (2) faktor

23 Bruce J. Biddle, Role Theory Expectation, Identities, and Behavior, (New York:
Academic Press, 1979), hlm. 56.

2 Bruce J. Biddle, Role T) heory Expectation, Identities, and Behavior, hlm. 119-170.
% Bruce J. Biddle, Role Theory Expectation, Identities, and Behavior, hlm, 85-86.

% Bruce J. Biddle, Role Theory Expectation, Identities, and Behavior, hlm. 170-174.
2" Bruce J. Biddle, Role Theory Expectation, Identities, and Behavior, hlm. 197-198.

28 Bruce J. Biddle, Role Theory Expectation, Identities, and Behavior bid, hlm. 200-204.
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penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, serta
(5) faktor kebudayaan.?® Faktor substansi hukum berkaitan dengan kualitas
peraturan perundang-undangan yang ada, apakah jelas, konsisten, dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Faktor penegak hukum menyangkut
integritas dan profesionalitas aparat serta lembaga yang menegakkan
hukum. Faktor sarana dan fasilitas mencakup ketersediaan anggaran, tenaga,
maupun infrastruktur pendukung. Faktor masyarakat berhubungan dengan
kesadaran hukum warga, sedangkan faktor kebudayaan berhubungan dengan
nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Efektivitas hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
sangat bergantung pada terpenuhinya kelima faktor tersebut. UU No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah memberikan payung hukum
bagi perlindungan korban, tetapi tanpa dukungan penegak hukum dan
lembaga pelaksana seperti DP3AP2KB, aturan tersebut akan sulit
dijalankan. Misalnya, korban yang ingin melaporkan kasus KDRT sering
menghadapi hambatan struktural maupun kultural, seperti ketakutan akan
stigma sosial, kurangnya akses layanan, hingga bias gender di kalangan
aparat. Hal ini membuat efektivitas hukum dalam praktik sering kali tidak
sejalan dengan norma yang tertulis.

Teori efektivitas hukum menjadi kerangka untuk menilai sejauh mana
program-program DP3AP2KB Kota Yogyakarta berhasil

mengimplementasikan amanat UU PKDRT dan peraturan lain yang

2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1983), him. 8-12.
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berkaitan. Apakah DP3AP2KB mampu menjalankan fungsi pencegahan,
pendampingan, dan pemulihan korban? Apakah sarana seperti rumah aman,
konseling, dan layanan rujukan sudah tersedia? Dan apakah masyarakat
sudah memiliki kesadaran hukum untuk melaporkan kasus? Dengan kata
lain, efektivitas hukum di sini tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya
peraturan, tetapi dari proses aktualisasi hukum dalam kehidupan sosial.
Selain Soekanto, Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum bukan
hanya teks normatif, tetapi juga harus dipahami sebagai instrumen untuk
mencapai keadilan sosial.®® Perspektif ini membantu melihat bagaimana
DP3AP2KB berperan tidak sekadar menjalankan prosedur, tetapi juga
mewujudkan perlindungan yang substantif bagi korban KDRT. Oleh karena
itu, teori efektivitas hukum memungkinkan penelitian ini menilai peran dan
upaya DP3AP2KB dalam pemenuhan hak perempuan korban KDRT secara
lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan
kemaslahatan.
3. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah (kemaslahatan) merupakan tujuan mendasar dari setiap
ketentuan syariat. Secara bahasa, maslahah mursalah berarti segala sesuatu
yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan (jalb al-manafi ‘wa dar’
al-mafasid). Sedangkan secara istilah, maslahah mursalah diartikan sebagai

kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara langsung oleh nash,

% Qatjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta
Pengalaman-Pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta, 2009), hlm. 25-26.
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tetapi tetap sejalan dengan tujuan umum syariat (maqdsid al-syari‘ah).>
Konsep maslahah mursalah pertama kali diformulasikan oleh Imam Malik
ibn Anas dan kemudian dikembangkan secara filosofis oleh ulama seperti
al-Ghazalt dan al-Syatibt. Namun dalam konteks hukum Islam modern,
Jasser Auda menjadi salah satu tokoh kontemporer yang merekonstruksi
konsep ini dengan pendekatan sistem berpikir (systems approach) yang
menekankan keterkaitan antara maslahah mursalah, maqasid, dan realitas
sosial masyarakat.®?

Menurut Jasser Auda, maslahah adalah inti dan arah utama dari magqasid
al-syart'ah. Setiap hukum Islam pada dasarnya ditetapkan untuk mencapai
kemaslahatan bagi manusia, baik pada tingkat individu maupun sosial.*® Ia
menolak pandangan klasik yang terlalu membatasi magasid pada lima
perlindungan dasar (al-daririyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Dalam bukunya, Auda menekankan bahwa magqdsid
harus diperluas untuk mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan,
kebebasan, martabat manusia, dan pembangunan sosial sebagai bagian dari
kemaslahatan kontemporer.3*

Menurut Auda, maslahah mursalah adalah ruang ijtithad sosial dan

institusional yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan konteks

31 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,
(London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), him. 119.

32 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, hlm. 121.
3 Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, him 21-23.

3 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, him. 119-122.
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zaman. Artinya, kebijakan publik, peraturan pemerintah, atau program sosial
yang membawa manfaat bagi masyarakat dapat dianggap sebagai penerapan
nilai maslahah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.
Salah satu sumbangan penting Jasser Auda adalah penerapannya atas teori
sistem (systems theory) dalam memahami hukum Islam. Ia menyebutkan
bahwa hukum Islam merupakan sistem terbuka dan dinamis, bukan sistem
tertutup yang hanya berorientasi pada teks. Dalam konteks ini, maslahah
mursalah dipahami sebagai prinsip yang menjaga agar hukum Islam tetap
relevan dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Auda mengemukakan
enam karakteristik utama dari sistem hukum yang membawa maslahah,

yaitu:

Cognitive nature, hukum harus berlandaskan pada pengetahuan dan
kesadaran sosial.

. Wholeness yaitu hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan nilai, tidak
parsial.
Openness, hukum terbuka terhadap perubahan sosial dan perkembangan
ilmu pengetahuan.
Interrelated hierarchy, setiap nilai dalam hukum saling terkait dan tidak
dapat dipisahkan.
Multidimensionality, hukum mencakup berbagai aspek kehidupan manusia

(spiritual, sosial, ekonomi).
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6. Purposefulness, setiap ketentuan hukum harus berorientasi pada tujuan

dan kemaslahatan.®®

Melalui pendekatan ini, Auda menghubungkan maslahah mursalah
dengan magqdsid secara fungsional, semua kebijakan, hukum, atau tindakan
sosial yang mencapai kemaslahatan manusia dapat dianggap sesuai dengan
maqasid, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.®
Berdasarkan penelitian ini, teori maslahah mursalah digunakan sebagai
pisau analisis terhadap kebijakan dan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta
dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Berdasarkan pandangan Jasser
Auda, kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan
anak merupakan bentuk maslahah kontemporer, karena bertujuan menjaga
jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘agql), keturunan (hifz al-nasl), dan
perlindungan  harta (hifz al-Mal) empat dari lima nilai pokok dalam
maqasid syari'ah.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat kebijakan
DP3AP2KB tidak sekadar sebagai implementasi hukum positif, tetapi
sebagai aktualisasi nilai kemaslahatan Islam dalam tata kelola pemerintahan
daerah. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan
penanganan KDRT bukan hanya bentuk pelaksanaan kebijakan

administratif, melainkan juga wujud pengamalan magasid al-syari'ah

% Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, him. 47-48.

% Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, him. 120-123.
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melalui pemeliharaan martabat manusia, keadilan gender, dan perlindungan

keluarga.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena fokus kajian tidak
hanya berada pada ranah teks normatif hukum, tetapi juga pada realitas
sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta, khususnya terkait upaya
DP3AP2KB dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT). Permasalahan KDRT tidak dapat dipahami hanya
dari aspek normatif hukum keluarga Islam atau UU PKDRT, tetapi harus
didekati melalui pengamatan langsung pada praktik layanan yang
diberikan kepada korban KDRT. Melalui penelitian lapangan, peneliti
dapat menggali data faktual dan kontekstual, baik dari aparatur
DP3AP2KB seperti pendamping korban, konselor hukum, psikolog klinis,

maupun petugas Sigrak dan Mitra Keluarga yang ada di Kemantren.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali
makna, pemahaman, dan interpretasi dari subjek penelitian mengenai
realitas penanganan dan pencegahan KDRT. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti memahami persoalan secara mendalam (in-depth
understanding), termasuk keterkaitan antara aspek hukum, sosial,

psikologis, dan budaya yang melatarbelakangi kasus KDRT. Dengan
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demikian, penelitian ini tidak hanya menampilkan data angka, tetapi narasi
yang menjelaskan bagaimana DP3AP2KB melaksanakan tugasnya dalam

pencegahan dan penanganan kasus korban KDRT.3’
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif
bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme
kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam penanganan korban KDRT, mulai
dari penerimaan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum,
hingga program pencegahan berbasis masyarakat. Gambaran ini disajikan
melalui data naratif yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun
dokumentasi. Penelitian ini juga bersifat analitis agar penelitian tidak hanya
sebagai deskripsi, tetapi juga mengkaji secara kritis bagaimana kebijakan
dan layanan DP3AP2KB dihubungkan dengan norma hukum keluarga Islam
dan hukum positif Indonesia. Misalnya, kewajiban suami untuk memberi
nafkah, melindungi, dan memperlakukan istri dengan baik, serta hak istri
untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan, dijadikan landasan
analisis atas kasus-kasus KDRT. Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian
ini mampu menunjukkan hubungan antara norma hukum dan realitas

empiris di lapangan.®

3. Pendekatan Penelitian

37 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2017), hlm. 6-7.

106.

8 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum 1Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105-
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Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan
ini dipilih karena fenomena KDRT tidak dapat dipahami secara utuh hanya
dengan melihat norma hukum. Dari aspek hukum, penelitian menelaah UU
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang
Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam terkait hak dan kewajiban
suami-istri. Dari aspek sosiologis, penelitian menelusuri realitas sosial di
masyarakat, misalnya faktor ekonomi, budaya patriarki, dan stigma sosial

yang membuat korban enggan melapor.

Dengan pendekatan sosiologi hukum penelitian dapat menjawab
pertanyaan: sejauh mana DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah menerapkan
norma hukum tersebut dalam pelayanan kepada korban, dan bagaimana
upaya pencegahan KDRT dilakukan melalui edukasi masyarakat, sosialisasi

kesetaraan gender, serta pelatihan kader di tingkat kelurahan dan kemantren.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui proses wawancara dan observasi
informan primer yang terdiri dari pejabat dan pegawai DP3AP2KB Kota
Yogyakarta yang menangani bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan (PPP), bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
(PPHA), UPT PPA, dan Satgas Sigrak, konselor hukum, serta psikolog

klinis di DP3AP2KB.
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Data Sekunder

Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU
PKDRT, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dokumen resmi
DP3AP2KB seperti laporan tahunan, data statistik KDRT, SOP, serta
literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, tesis dan penelitian

terdahulu yang relevan dengan judul penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) yang dilakukan
dengan pihak DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang terdiri dari 7
narasumber antara lain, Ketua bidang PPP, Staff bidang PPP, Staff
PPHA, Satgas Sigrak, Koordinator Puspaga, konselor hukum, dan
psikolog klinis UPT PPA. Pertanyaan diarahkan pada prosedur
pelayanan, peran dan upaya DP3AP2KB dalam pencegahan dan

penanganan kasus KDRT serta program inovasi yang dilakukan.

b. Observasi partisipatif yaitu melakukan pengamatan langsung di
kantor DP3AP2KB, mencatat alur pengaduan korban, mekanisme
konseling, hingga kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan
KDRT dan upaya penanganan yang dilakukan DP3AP2KB Kota

Yogyakarta.

c. Studi Dokumentasi yaitu dengan mengkaji arsip laporan kegiatan,
data statistik kasus KDRT serta peraturan hukum yang menjadi

dasar kebijakan.
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6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles
& Huberman, yang meliputi:®® Reduksi data: menyeleksi, memfokuskan,
dan menyederhanakan data lapangan yang relevan dengan fokus penelitian.
Display data: menyajikan data dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi
untuk  mempermudah interpretasi. Penarikan kesimpulan/verifikasi:
menyimpulkan hasil penelitian dengan menghubungkan antara data empiris

dan kerangka teori hukum keluarga.

Metode analisis yang digunakan adalah deduktif, yaitu dengan
menarik kesimpulan dari prinsip umum relasi suami-istri dan teori lain yang
digunakan, lalu diaplikasikan pada kasus-kasus KDRT di Yogyakarta.
Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi
lapangan, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka konseptual, sehingga
menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai upaya DP3AP2KB

dalam penanganan dan pencegahan KDRT.

G. Sistematika Pembahasan
Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah
yang menjelaskan pentingnya penelitian tentang KDRT di Kota Yogyakarta,
khususnya terkait peran DP3AP2KB dalam penanganan dan
pencegahannya. Bagian ini menguraikan mengapa penelitian ini perlu

dilakukan, baik dari sisi akademik maupun praktis. Selain itu, Bab I juga

3% Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johny Saldana, Qualitative Data Analysis: A
Methods Sourcebook (California: Sage Publications, 2014), hlm. 31-33.
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memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian
(teoritis maupun praktis), manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu
hukum keluarga dan kebijakan perlindungan perempuan, telaah pustaka
yang mengkaji penelitian terdahulu untuk menegaskan letak kebaruan
penelitian ini, kerangka teori yang digunakan sebagai landasan konseptual,
metodologi penelitian yang menjelaskan cara memperoleh data yang valid,

serta sistematika penulisan yang menjadi panduan bagi pembaca.

Bab II berisi pembahasan mengenai konsep kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) yang meliputi pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta
dampak yang ditimbulkannya terhadap perempuan, baik secara psikologis,
sosial, maupun hukum. Bab ini juga membahas konsep perlindungan hukum
terhadap perempuan korban KDRT menurut hukum Islam dan hukum positif

di Indonesia.

Bab IIT Gambaran Umum berisi deskripsi mengenai objek penelitian.
Bab ini diawali dengan profil DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang mencakup
letak geografis Kota Yogyakarta, struktur organisasi, serta tugas pokok dan
fungsi, terutama bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (PPP)
dan UPT PPA. Selanjutnya, bab ini menyajikan tugas dan fungsi DP3AP2KB
dalam pencegahan dan penanganan KDRT sebagai pijakan analisis
lapangan.gambaran kondisi KDRT di Kota Yogyakarta dengan mengacu pada
data kasus terbaru, tren perkembangan, serta karakteristik korban dan pelaku.

Tidak hanya itu, konteks sosial budaya Yogyakarta juga dipaparkan, meliputi
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relasi gender dalam keluarga serta nilai-nilai lokal yang turut memengaruhi

relasi suami-istri dan dinamika rumah tangga.

Bab IV Hasil Penelitian membahas bentuk dan implementasi peran
DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan kasus
KDRT menggunakan teori peran, yang meliputi pelaksanaan sosialisasi,
edukasi, pelatihan, serta pemberian layanan konseling, pendampingan hukum,
dan penyediaan rumah aman bagi korban. Bagian kedua menganalisis
efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB tersebut dengan menggunakan
teori efektivitas hukum, guna menilai sejauh mana kebijakan dan program
berjalan efektif dari aspek substansi hukum, penegakan hukum, sarana dan
fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Sementara itu, bagian ketiga membahas
kebijakan DP3AP2KB yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan dengan
pendekatan sistem teori maslahah mursalah, untuk menilai nilai kemaslahatan
dan keadilan substantif yang terkandung dalam kebijakan tersebut dalam
mewujudkan perlindungan perempuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip

hukum Islam.

Bab V Penutup adalah bagian terakhir penelitian yang memuat kesimpulan
dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis sebagai jawaban
terhadap rumusan masalah penelitian secara sistematis. Saran diberikan
kepada DP3AP2KB agar terus meningkatkan kualitas layanan dan
memperluas program pencegahan berbasis komunitas, kepada masyarakat agar

lebih peduli dan berani melaporkan kasus KDRT, serta kepada peneliti
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selanjutnya agar mengembangkan penelitian dengan perspektif atau

pendekatan yang lebih luas, termasuk kajian perbandingan antar daerah.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai implementasi peran dan
upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut:

1) Bentuk dan implementasi peran serta upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta
dalam pencegahan dan penanganan KDRT telah dilaksanakan secara
komprehensif melalui fungsi pencegahan, perlindungan, pemberdayaan,
dan fasilitasi layanan. Implementasi peran tersebut diwujudkan melalui
lima program inovatif, yaitu MALIKA, KOPER KOTA, PUSPAGATRA
NGETREN, SILA ELING, dan SATGAS SIGRAK, yang tidak hanya
berorientasi pada penanganan korban melalui layanan psikologis, hukum,
dan rujukan, tetapi juga menitikberatkan pada upaya preventif melalui
edukasi masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan
perempuan, serta pembentukan kader pendamping di tingkat masyarakat.
Berdasarkan Role Theory Bruce J. Biddle, pelaksanaan peran DP3AP2KB
telah mencerminkan unsur role expectation, role performance, role norm,
role conflict, dan role evaluation, sehingga menunjukkan bahwa lembaga

telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan

135
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kewenangan serta harapan masyarakat dalam memberikan perlindungan
terhadap perempuan korban KDRT.

Efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam
pencegahan dan penanganan KDRT telah berjalan sangat efektif
berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hal tersebut
ditunjukkan oleh adanya landasan hukum yang jelas, dukungan aparatur
yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, serta sinergi
dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan program. Meskipun
demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih
menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya
manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, budaya
patriarki yang masih menganggap KDRT sebagai persoalan domestik,
ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta fenomena client
ghosting yang menyebabkan proses pendampingan tidak dapat
diselesaikan secara maksimal.

Berdasarkan maslahah mursalah dengan pendekatan sistem (system
approach) Jasser Auda, kebijakan DP3AP2KB telah mencerminkan upaya
mewujudkan kemaslahatan secara inklusif melalui integrasi program
pencegahan, edukasi, dan penanganan KDRT. Kebijakan inovasi program
DP3AP2KB Kota Yogyakarta secara substantif telah mencerminkan nilai
kemaslahatan publik yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan.
Seluruh instrumen program terpadu tersebut terbukti memenuhi enam

indikator sistem hukum Islam yang terbuka, yaitu berlandaskan basis data
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riil (cognitive nature), berkesinambungan (wholeness), memanfaatkan
digitalisasi JSS (openness), memiliki keselarasan regulasi bertingkat
(interrelated  hierarchy),  menyentuh  multidimensi  kehidupan
(multidimensionality), dan digerakkan oleh orientasi kemanusiaan
(purposefulness). Kebijakan ini secara fungsional menjadi sarana
pemerintah daerah dalam menegakkan kembali fondasi pernikahan, yaitu
prinsip Mu ‘asyarah bil Ma'rif (perlakuan baik dan setara), sekaligus
melindungi hak primer korban perempuan (al-daririyyat al-khamsah),
yang meliputi aspek perlindungan fisik (kifz al-nafs), kesehatan psikologis
(hifz al-‘agl), masa depan pengasuhan anak (kifz al-nasl), dan kedaulatan
finansial (hifz al-mal). Dengan demikian, program-program Yyang
dikembangkan DP3AP2KB tidak hanya memenuhi aspek hukum positif,
tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang berorientasi pada keadilan,

perlindungan, dan kemaslahatan bagi perempuan korban KDRT.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Bagi DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Diharapkan dapat memperkuat integrasi antar program seperti MALIKA,
KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, dan SATGAS

SIGRAK agar membentuk sistem layanan yang lebih terkoordinasi dan
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berkelanjutan. Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi berbasis komunitas
untuk mengurangi stigma terhadap korban KDRT serta meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dukungan anggaran,
sarana, dan sumber daya manusia untuk memperkuat efektivitas layanan
perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam penanganan KDRT

secara cepat dan responsif.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam menyikapi kasus KDRT
serta tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan
privat semata. Kesadaran kolektif sangat penting dalam menciptakan

lingkungan keluarga yang aman dan bebas kekerasan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas masing-
masing program secara lebih mendalam dengan pendekatan empiris, serta
mengkaji perspektif korban secara langsung agar memperoleh gambaran yang

lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan penanganan KDRT.
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